KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN
Nomor: 06/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019

Kabupaten Malinau

I. Kasus Posisi :
Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pada saat Rekapitulasi Suara di TPS 02 Desa Punan Gong Solok
dan Rekapitulasi Suara di Tingkat Kecamatan Malinau Selatan Hilir pada Tanggal 18-20 April
2019, terjadi kekeliruan Rekapan DPIb sehingga mempengaruhi jumlah surat suara yang

digunakan/terpakai.
II. Data :
1. Penemu I _
2. Pekerjaan/Jabatan : Kordiv HPP (Panwaslu Kecamatan Malinau
Selatan Hilir)
3. Alamat : Desa Setulang
. Terapor : 1. Ketua dan Anggoia KPPS TPS 02 Desa
Punan Gong Solok, Kecamatan Malinau
Selatan Hilir;
2. Ketua dan Anggota PPK Malinau Selatan
Hilir.
5.  Pekerjaan -
6.  Alamat : Desa Punan Gong Solok
8  Tanggal Peristiwa : 18-19 April 2019
9. Bukti-Bukti 3
a. Fotocopy Model C1 yany diterima dari PTPS TPS
02 Desa Punan Gong Solok:
b. Fotocopy Model C1 yang telah diubah di pleno
tingkat Kecamatan.
I1L. Kajian

1. Dasar Hukum:

a) Berdasarkan pasal 101 huruf a, angka 1, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa “Bawaslu Kabupaten'Kota bertugas
melakukan pencegahan dan penindakan di  wilayah kabupaten’kota terhadap
pelanggaran pemili”,

b) Berdasarkan pasal 101 huruf b, angka 7, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa Pengawasan seluruh proses penghitungan
suara di wilavah kerianva:

¢) Berdasarkan pasal 102 ayat (2) huruf ¢, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa “Dalam melakukan penindakan pelanggaran
Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten’Kota




d)

e)

f)

g)

h)

i)

i)

k)

Bertugas: memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran dalam Pemilu di wilayah
kabupaten'kota:”

Berdasarkan pasal 103 huruf b, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum, yang menyatakan bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota Berwenang: memeriksa dan
mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten’kota serla merekomendasikan hasil
pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang yang di atur dalam Undang-
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Bahwa Pasal 454 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum menyatakan “Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif,
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa. Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu”.

Bahwa Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 ‘lahun 2017 tentang Pemilihan
Umum menyatakan “Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya
duguan pelunggaran Pemiiu”.

Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun
2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
menyatakan “Dugaan Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan atau laporan”.

Bahwa Pasal 2 avat (2) huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor |
Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan
Umum yang menyatakan “Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap : d. Kepatuhan KPPS/KPPSLN dalam menjalankan tfata cara
Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangun™.

Bahwa Pasal 4 huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
yang menyatakan “Pengawas Pemilu melakukan pengawasan berdasarkan potensi
kerawanan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara terhadap : d.
Manipulasi perolehan suara”.

Bahwa Pasal 4 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor | Tahun
2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
yang menyatakan “Dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu

melakukan indalan penunganan pelungguran scbagaimans distur dalum Peraluran
Perundang-Undangan”.

Bahwa Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019
tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang
menyatakan “Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap Pemilih yang berhak
menggunakan hak suara di TPS™.

Bahwa Pasal 15 huruf i Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
yang menyatakan “Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing
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Suara dicatat secara benar dalam formulir catatan hasil Penghitungan suara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan™.
m) Bahwa Pasal 15 huruf j Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun

2010 tentana Penaawaean Pemunautan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan 1 Imum

yang menyatakan “Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing
melakukan pengawasan penghitungan suara dengan cara : j. Memastikan kesesuaian dan
kebenaran data dalam dan berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara yang
dicatat oleh KPPS”.

n) Kepuiusan Keiua Badan Pengawas Pemiiihan Umum Repubiik indonesia Nomor,
0644/K. BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara masa jabatan
2018-2023 tertangal 11 Agustus 2018;

2. Fakta:

a) Keterangan Penemu:
- Bahwa benar saudara penemu adalah Anggota Panwaslu Kecamatan Malinau
Selatan Hilir, berdasarkan Nomor SK;
Dt s Jekson, SH
- Nomor SK : 055.4/K KU-20/KP.00.00.01/X11/2017
- Tanggal : 11 Desember 2017
- Bahwa benar pada tanggal 18-20 April 2019 Saudara Jekson mengetahui dugaan
pelanggaran dalam proses Rekapitulasi Suara yang dilakukan di TPS 02 Desa
Punan Gong Solok, Kecamatan Malinau Selatan Hilir;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Anggota Panwaslu Kecamatan
Malinau Selatan Hilir pada saat melakukan pengawasan Pemungutan dan
Penghitungan Suara tanggal 18-20 April 2019 ditemukan adanya dugaan
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Bahwa Ketua dan Anggota KPPS TPS 06 Desa Punan Gong Solok
Kecamatan Malinau Selatan Hilir melakukan kelalaian pada saat
melaksanakan tugas, ditemukannya selisih jumlah dalam Rekapitulasi form
model C1 di TPS 02 Desa Punan Gong Solok, Kecamatan Malinau Selatan
Hulir.

Bahwa Ketua dan Anggota KPPS TPS 06 Desa Punan Gong Solok
Kecamatan Malinau Selatan Hilir, tidak cermat pada saat rekapitulasi suara
DPTb.

Bahwa akibat dari ketidakcermaton Ketua dan Anggota KPPS TPS 06 Desa
Punan Gong Solok Kecamatan Malinau Selatan Hilir, terjadilah kesalahan
dalam jumlah sisa suara dan jumlah rekap dalam formulir model C1.
Bahwa pada tanggal 18-20 April 2019 pada saat Rekapitulasi Penghitungan
Suara, KPPS dan PPS mengakui kelalaiannya yang mengakibatkan adanya
kesalahan dalam jumiah sisa suara dan jumiah rekap dalam formulir C1.
Bahwa pada saat Rekapitulasi Suara tingkat Kecamatan Malinau Selatan
Hilir tanggal 18-20 April 2019 ditemukan adanya Formulir model C1 yang




dirubah oleh PPK dan KPPS dengan asumsi PPK dan KPPS tidak merubah
perolehan angka suara yang diraih parpol atau perseorangan, melainkan
merubah hasil sisa suara yang tidak digunakan agar pada saat perhitungan
enara inmlahnva cocolk

v Bahwa Pada tanggal 24 April 2019 Pukul 13.00 Wita Panwaslu Kecamatan
Malinau Selatan Hilir melimpahkan Dugaan Pelanggaran tersebut kepada
Bawaslu Kabupaten Malinau.

v Bahwa Bawaslu Kabupaten Malinau telah melaksanakan Rapat Pleno
terkait Laporan Hasli Pengawasan yang disampaikan oleh Pamita
Pengawas Kecamatan Malinau Selatan Hilir Tanggal 29 April 2019 Pukul
10.00 WITA,;

v Bahwa benar pada tanggal 29 April 2019 Pukul 11.00 Wita Bawaslu
Kahunaten Malinan menetankan Tanoran Hasil Penoawacan Ancanta
Panwaslu Kecamatan Malinau Selatan Hilir (Jekson, S.H) Tanggal 18-20
April 2019, menjadi temuan dan diregister dengan nomor
06/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019 berdasarkan Rapat Pleno Ketua dan
Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau yang dituangkan dalam Berita Acara
Rapai Pleno,

- Bahwa berdasarkan hasil pendalaman terhadap temuan Panitia Pengawas

Kecamatan Malinau Selatan Hilir atas nama Jekson, S.H, yang telah dituangkan
dalam Laporan Hasil Pengawasan diperoleh fakta dan keterangan sebagaimana

dalam analisis kaiian ini

b) Keterangan Saksi:
Keterangan Saksi Atas Nama Yannatar Thomas
Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malinau pada

tanggal 15 Mei 2019 pada pokoknya memberikan keterangan:

1)

Bahwa benar saksi atas nama Yannatar Thomas dalam keadaan sehat jasmani
rohani dan bersedia dimintai keterangan.

Dalwa benar saksi atas nama Yannatar Thomas men
keterangan berkaitan dengan temuan dengan Nomor:
06/TM/PL/Kab/24.02/1V/2019 mengenai dugaan pelanggaran Pemilu pada saat
Rekapitulasi Suara di TPS 02 Desa Punan Gong Solok, Kecamatan Malinau
Selatan Hilir, Kabupaten Malinau.

Bahwa benar saksi atas nama Yannatar Thomas bekerja di Sekretariat Panwascam
Kecamatan Malinau Selatan Hilir, menjabat sebagai Ketua Panwascam Kecamatan
MVidlinau oSciatlan maar.

Bahwa benar saksi atas nama Yannatar Thomas menyatakan sebelum




melaksanakan tugas di panwascam saksi atas nama Yannatar Thomas mengikuti

Bawaslu Kabupaten Malinau,

Bahwa benar saksi atas nama Yannatar Thomas menyatakan bahwa dugaan
pelanggaran yang di lakukan oleh KPPS TPS 2 Desa Punan Gong Solok.
Kecamatan Malinau Selatan Hilir pada saat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan
surat suara yaitu adanya selisih penghitungan suara dari jumlah sisa suara, dan sisa
surat suara yang tidak digunakan tidak sesuai dengan jumlah DPTb, di dalam DPTb
serdanat 7 nrang nemilih pindsh memitih, adapun DPTh hasi! dari ketorangan
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Ketua KPPS TPS 2 Desa Punan Gong Solok, bahwa 1 orang pindah memilih tetapi
berbeda dapil, dan 2 orang pindah TPS memilih dari dapil yang sama yaitu dapil
2, dari jumlah surat suara sisa di temukan dugaan pelanggaran yang di lakukan
oleh KPPS lalai dalam tugasnya tidak memberikan surat suara pemilih sesuai
dengan tetentuan yang di atur dalam peraturan KPU.

Bahwa benar saksi atas nama Yannatar Thomas menyatakan Pada pukul 01.00
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pukul 04,30 wita saksi atas nama Yannatar Thomas kembali ke TPS 2 Desa Punan
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Gong Solok dan rekapitulasi masih diberjalan, selanjutnya saksi atas nama
Yannatar Thomas pulang kembali ke seketariat PPK untuk mengawasi kotak suara
yang berada di Sekretariat PPK, dan saksi atas nama Yannatar Thomas tidak tahu
pukul berapa selesai Rekapitulasi yang di lakukan oleh KPPS TPS 2 Desa Punan
Gong Solok.

solusi yang di lakukan oleh anggota KPPS TPS 2 Desa Punan Geng Solok pada
saat mengetahui adanya selisih penghitungan suara dari jumlah suara yang tersisa.
Bahwa benar saksi atas nama Yannatar Thomas menyatakan bahwa penejelasan
tentang pengertian dari pada DPTb adalah Daftar Pemilih Tambahan pada
pemilihan umum tahun 2019.

Bahwa benar saksi atas nama Yannatar Thomas menyatakan bahwa syarat pemilih
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Kabupaten Malinau.
Bahwa benar saksi atas nama Yannatar Thomas menyatakan bahwa dari
keterangan Ketua KPPS TPS 2 Desa Punan Gong Solok, yang memberikan




suaranya sebagai DPTb di TPS 2 Desa Punan Gong Solok ada 3 orang, hanya saja
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Bahwa benar saksi atas nama Yannatar Thomas menyatakan bahwa tugas dan
tanggung jawab saksi atas nama Yannatar Thomas sebagai Panwascam di TPS 2
Desa Punan Gong Solok mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan
Pemilu di wilayah Kecamatan Malinau Selatan Hilir.

Bahwa benar saksi atas nama Yannatar Thomas menyatakan pada saat selesai
Rekapltulam di Tingkat KPPS ketika terjadi pcrsehszhan jumlah suara dalam
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Pleno Rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Malianu Selatan Hilir dan masih tidak
ada solusi yang di berikan oleh PPK.

Bahwa benar saksi atas nama Yannatar Thomas menyatakan Rapat Pleno PPK di
Lakukan pada Hari Jumat Tanggal 19 April Tahun 2019 yang di mulai Pukul 11.00
di Sekretariat PPK bertempat di Kantor Camat Malinau Selatan Hilir, dan Selesai
Pada hari Senin Tanggal 22 April 2019.
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Rapat Pleno Rekapitulasi di PPK Malinau Selatan Hilir yaitu Seluruh Anggota
PPK, Anggota PPS dan Anggota KPPS dan seluruh anggota Panwascam,
Panwasdes, Serta Saksi Parpol.

Bahwa benar saksi atas nama Yannatar Thomas menyatakan pada saat rapat Pleno
di tingkat kecamatan saksi atas nama Yannatar Thomas menyampaikan
permasalahan yang terjadi di TPS 2 Desa Punan Gong Solok terkait dengan salinan
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terpakai termasuk surat suara cadangan yang jumlah berbeda-beda, dan jumlah
pengguna hak pilh dalam DPT (Model C-7 DPT-KPU) yang berbeda-beda.

Bahwa benar saksi atas nama Yannatar Thomas menyatakan bahwa solusi yang di
berikan oleh PPK pada saat Pleno di Kecamatan Malinau Selatan Hilir terkait
permasahalan yang terjadi di TPS 2 Desa Punan Gong Solok adalah memberikan
kesempatan kepada KPPS untuk menanggapl penanya.an yang di Jclaskan oleh
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kelalaian yang di lakukan oleh anggota KPPS.
Bahwa benar saksi atas nama Yannatar Thomas menyatakan bahwa yang ingin
disampaikan adalah bahwa PPK dan KPPS TPS 2 Desa Punan Gong Solok agar




3. Analisis

berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Malinau, Tentang Permasalahan Jumlah
Lp]

situtasi farmutic Mode! C-1 KPIJ

Bahwa benar saksi atas nama Yannatar Thomas menyatakan bahwa keterangan
yang diberikan sudah benar dan tidak ada paksaan oleh pihak lainnya.

a) Tentang Temuan:

Bahwa benar pada tanggal 18-20 April 2019 Saudara Jekson menemukan dugaan
pelanggaran dalam proses Rekapitulasi Suara yang dilakukan di TPS 02 Desa
Punan Gong Solok. Kecamatan Malinau Selatan Hilir:

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Pasal 101 huruf a yang menyatakan bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas
melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten’kota terhadap
pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu".

Pasal 102 Ayat 2 (dua) huruf ¢ yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota
bertugas “memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah
Kabupaten/Kota".

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Pasal 103 huruf b yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten berwenang
“memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaterkota serta
merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak
yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemiliban Umum
Pasal 103 huruf f yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Berwenang
“meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait yang dalam
rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses
pemilu di wilavah kabupatewkota”.

Bahwa Pasal 454 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum menyatakan “/emuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil
pengawasan aktif, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/'Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas
TTS puda scetiap tahupan porgelenggaraan Pemifu™,

Bahwa Pasal 454 avat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum menyatakan “Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak ditemukannva dugaan pelanggaran Pemilu”.

Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7
Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan
Umum menyatakan “Dugaan Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan atau
laporan”.




Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7
Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan
Umum menyatakan “Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang terdapat dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan dan diputuskan dalam
rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kola, Panwaslu
Kecamatan, atau Panwaslu LN sebagai temuan dugaan pelanggaran yang
duuangkan dalam jormuliv modci B.27.

Bahwa Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Uimum
Nomor | Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan “Pelaksanaan Pengawasan
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan terhadap : d. Kepatuhan
KPPS/KPPSLN dalam menjalankan tata cara Pemungutan Suara dan Penghitungan
Suara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”.

Bahwa Pasal 4 huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1
Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam
Pemilihan Umum yang menyatukan “Pengawas Pemilu melakukan pengawasan
berdasarkan potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara terhadap : d. Manipulasi perolehan suara™.

Bahwa Pasal 4 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1
Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam
Pemilihan Umum yang menyatakan “Dalam hal ditemukannya dugaan
pelanggaran, Pengawas Pemilu melakukan tindakan penanganan pelanggaran
sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan™.

Bahwa Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019
tentang Pengawasan Pemunguian dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan
Umum vang menyatakan “Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap
Pemilih yang berhak menggunakan hak suara di TPS”™.

Bahwa Pasal 15 huruf i Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1
Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam
Pemilihan Umum yang menyatakan “Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan
masing-masing melakukan pengawasan penghitungan suara dengan cara : 1.
Memastikan Penghitungan Suara dicatat secara benar dalam formulir catatan hasil
Penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Bahwa Pasal 15 huruf j Peraiuran Badan Pengawas Femilihan Umum Nomor 1
Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam
Pemilihan Umum yang menyatakan “Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan
masing-masing melakukan pengawasan penghitungan suara dengan cara : j.
Memastikan kesesuaian dan kebenaran data dalam dan berita acara Pemungutan
Suara dan Penghitungan suara yang dicatat oleh KPPS™.

Bahwa benar pada tanggal 29 April 2019 Pukul 11.00 Bawasiu Kabupaten Malinau
menetapkan Laporan Hasil Pengawasan Anggota Panwaslu Kecamatan Malinau
Selatan Hilir (Jekson, S.H) Tanggal 18-20 April 2019, menjadi temuan dan




diregister dengan nomor 06/TM/PL/Kab/24.02/TV/2019 berdasarkan Rapat Pleno
Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau yang dituangkan dalam Berita
Acara Rapat Pleno;

Rahwa herdacarkan hal-hal tercebut  diatas Rawachi  Kahunaten  Malinan
berwenang menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran Kode Etik
Penyelenggara Pemilu pada saat Rekapitulasi Suara di TPS 02 Desa Punan Gong
Solok dan Rekapitulasi Suara di Tingkat Kecamatan Malinau Selatan Hilir pada
tanggal 18-20 April 2019.

b) Tentang Penemu:

Berdasarkan pasal 105 huruf a butir 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa “Panwaslu Kecamatan
Rertuans melakikan pencegahan dom nenindalean di wilavah kecamatan terhadan
pelanggaran pemilu, yang terdiri atas: menyampaikan hasil pengawasan di
wilayah Kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etk Penyelenggara Pemilu
dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan; "

Berdusarkan pasal 106 hurui b Undang-undang Nomor 7 fahun 2017 leniang
Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa “Panwaslu Kecamatan Berwenang
memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan serta
merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang
diatir dalam wndano-umdano ini:"

Berdasarkan pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa “Panwaslu Kecamatan Berkewajiban
menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu dengan dugaan pelanggaran
yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan
iuhapan pemilu Kabupatery Kvia berkaian ditingkai kecamuian,

Bahwa penemu adalah Anggota Panwaslu Kecamatan Malinau Selatan Hilir yang
beralamat di Desa Setulang Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kabupaten Malinau.
Bahwa benar Penemu adalah anggota Panwaslu kecamatan Malinau Selatan Hilir
herdacarkan Nomor SK*

v Jekson, SH
- Nomor SK - 055.4/K KU-20/KP.00.00.01/X11/2017
- Tanggal : 11 Desember 2017

¢) Teniang Terlapor .

Bahwa Terlapor adalah Ketua dan Anggota KPPS TPS 02 Desa Punan Gong Solok
dan Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Malinau Selatan Hilir.
Bahwa terlapor diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara

Pemiln sehagai herikut -

v Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum;,




v Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum;

v Pasal 53 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemiliban Umuim,

v Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum;

v Pasal 6 ayat (3) huruf f Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemiiihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

v Pasal 7 ayat (2) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan
Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemuiilian Uinuii,

v Pasal |5 huruf h Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan

Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemilihan Umum;

d) Tentang Waktu Temuan:

- Berdasarkan pasal 454 ayat (5), (7), dan (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa:

v Ayat (5) “Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilclapkan scbagai cmuan pclanggaran I'Cmilu paling lama/ {tujui) hari
sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu”.

v Ayat (7) “Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji danterbukti kebenarannya wajib
ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota,
Panwasly Keocamatan, Panwasly Kolwahaw' Dosa, Panwaslu LN,
danPengawas TPS paling lama7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan

diterima dan diregistrasi”

v Ayat (8)” Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, BawasluKabupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan
Panaawae TPS memerlukan Leteranaan tamhahan mengenai findak lanjut
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keterangan tambahan dan kajian
dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan
laporan diterima dan diregistrasi”

Bahwa dugaan pelanggaran diketahui oleh Penemu pada 18-20 April 2019;

Rahwa nenemu menyamnaikan T anoran Hagil Pengawacan pada hari Tumat Tanggal 24
April 2019 Pukul 13.00 Wita;

Bahwa  Temuan  tersebut telah di  Registrasi  dengan  Nomor:
06/TM/PL/Kab/24.02/1V/2019 Tanggal 29 April 2019;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka waktu Penyampaian temuan oleh
penemu masih dalam tenggang waktu yang teiah ditentukan dan beium daiuarsa (lewat
waktu).




¢) Tentang dugaan pelanggaran :
e Dugaan Pelanggaran Kode Etik
|. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diduga
dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 02 Desa Punan Gong
Solok Kecamatan Malinau Selatan Hilir berupa ketidakcermatan
dan/atau kekeliruan pada saat pengisian formulir model c1 (pada
saat pclaksanaan IfCKapituiasi Suaia di LP5), KEKciirian
dan/ketidakcermatan tersebut mengakibatkan ketidaksinkronan
jumlah surat suara sisa dan jumlah rekap dalam formulir model C1.
2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diduga
dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK adalah melakukan tindakan
yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni
pada saat Rekapitulasi Suara tingkat Kecamatan Malinau Selatan
Hilir tanggal 19 April 2019 ditemukan adanya Formulir model Cl
yang dirubah oleh PPK dan KPPS dengan asumsi PPK dan KPPS
tidak merubah peroichan angka suara yang diraih parpol atau
perseorangan, melainkan merubah hasil sisa suara yang tidak
. digunakan agar pada saat perhitungan suara jumlahnya cocok.

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bagian
kedua Pelangearan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pasal 456 vang berbunvi
pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika
penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan
tugas sebagai penyelenggara pemilu. Sumpah/janji anggota KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten / Kota sebagal benkut

Lo adildn 1.: dr?uu), Syl Uuraulupuh ""'J""U' ;:ﬂa“"i'-'u Sl akarn
memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten'Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan
pemndang— undangan, dengan berpedoman pada pancasila dan undang-
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dalam menja!ankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-

. sungguh, Jujur, adil, dan Cermat Demi suksesnya Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
teaaknva Nemokrasi dim Keadilon  cortn monautamakon kepentinaom
Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi
atau golongan.”

- Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum vang berbunyi :
v Ayat (1) : sebelum menjalankan tugas, anggota PPK, PPS,
KPPS, PPLN, KPPSLN, mengucapkan
sumpah/janji.




v Ayat(2) : Sumpah/janji anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN,
KPPSLN sebagai berikut :

"Nemi Allah (Tuhan) eava herenmnah/ herianiic

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban sayasebagai anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara/Kelompok
Penyelenggara ~ Pemungutan Suara/Panitia  Pemilthan  Luar
Negara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri
dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indoncsia Tahun 1945.

Bahwasaya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja
dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya
Pemilihan Umum anggota Dewan perwakilanRakyat, Dewan
Perwakiian Daerah, presiden dan Wakii Presiden seria Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta
mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia
daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

Sahwa bordasarkan kotontuan Undang-undang Nomor / lahun 2017 (cnlang
Pemilihan Umum pasal 53 ayat 1 hurnf ¢ yang berbunyi : PPK bertugas melakukan
dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu anggota DPR,
anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota
DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan vang bersangkutan berdasarkan berita acara
hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu.

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi : PPK berwenang mengumpulkan
hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.

2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilihan
Umum pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf f yang berbunyi:

v Ayat(1): Untuk menjaga integritas dan profesionalitas, Penyelenggara Pemilu
wajib menerapkan prinsip Penyelenggara Pemilu.

v Ayat (3): Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada
ayat berpedoman pada prinsip: f profesional maknanya dalam
penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang

Aan  laumithan  danaan  didulrane Lashlian  atng Ancar manastahinan
con OWaRnTan Gl an  diduaung  ZeRMLIAN Qo udbwa  dudigbuasdiunil

keterampilan, dan wawasan luas,

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku
Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi : Sumpah/janji anggota PPK, PPS,
KPS, PPLIN, RPFSLIN, sebagar benkut .

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/ berjanji:




IV. Kesimpulan

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai
anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN dengan sebaik-
baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan
bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi
suksesilya Peiiiiiu anggoia Dewan Perwakiian Rakyat, Dewaii
Perwakilan  Daerah/Pemilu  Presiden  dan  Wakil
Presiden/Pemilihan Gubernur, bupati, dan wali kota, tegaknya
demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan
Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan

pribadi alay golongan,

Bahwa berdasarkan Pasal 15 huruf h Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku
Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi: Dalam melaksanakan prinsip

profesional, Denyelensonrn Pemily bersikap dan bertindak: h. tidak melalaikan
pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi Penyelenggara Pemilu.
Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi : PPK melakukan
Rekapiiulasi Tasil Penghilungan Perolchan Suara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (1) huruf a dengan langkah sebagai berikut : meneliti dan membaca
dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan
surat suara, perolehan suara sahdan suara tidak sah dalam formulir Model CI-
PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram,
Model CI1-DPRD Provinsi berhologram, dan model C1-DPRD Kab/Kota
berhologram;

Rahwa herdacarkan uraian tercebnt diatac dan hokti-hokti vana didanatkan maka Rawacln

Kabupaten Malinau berkesimpulan bahwa:

1. Bawaslu Kabupaten Malinau berwenang untuk menyelesaikan temuan dugaan pelanggaran;

2. Bahwa Bawaslu kabupaten Malinau berwenang menetapkan hasil pengawasan yang terdapat
dugaan pelanggaran meniadi temuan:

3. Bahwa waktu temuan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan peraturan
perundang-undangan dan belum kadaluarsa;

4. Bahwa terlapor melanggar diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara
Pemilu sebagai berikut:

- Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

- Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;,

- Pasal 53 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan




Umum;
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- Pasal 6 ayat (3) huruf f Pcraturan Dewan Kchormatan Penyclenggara Pemilihan
Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemilihan Umum;
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Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pcdoman Perilaku Penyelenggara
Pemilihan Umum;

- Pasal 15 huruf h Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penvelenggara
Pemilihan Umum;

V. Rekomendasi

|. Berdasarkan hasil Kaiian dengan Nomor Temuan 06/TM/PL/Kab/24.02/1 V72019
diputuskan bahwa Terlapor melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan
merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Malinau untuk menindaklanjuti hasil kajian
ini.

Malinau, 17 Mei 2019
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
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KOORDINATOR DIVISI PENINDAKAN PELANGGARAN

EUNEKE, S.Pd., M.Hum




